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" KOMITE HASIONAL DAERAN,
Peraturan mengenai pembentukan
Komite Naslonal Daersh .-
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Memimbang:
: Sebelum disdakan pemilihan umum perlu diadakan aturan bust sementa-
ra waktu untuk menetapkan kedudukan Komlte Nasional Daerah;
Mengingat:

Pasal 20 Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil~Presiden Ho. 10,
tanggal 16 Oktober 1945,

DENGAN PERSETUDJUAN Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat,
Henetaplkan Undang-Undang sebagal berikut:

Pasal 1.

Komite Naslonal Daerah disdaken - ketjuall dl Dserah Surakarta dan
Jogjakarta - di Karesidenan, di Kots berautonomi, Kabupaten dan lain-lain
daerah jang dlanggap perlu oleh Menteri Dalam HNegeri.

Pagal 2.

Komite Nasional Deerah mendjadi Badan Ferwakilan Rakjat Daerah, jang
bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan peker=-
djaan mengatur rumah-tangga daerahnja, asal tidak bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dasrah jang lebih luas dari:ptﬂ

danja.
Pasal 3. 7

Olehh Komite Nasionsl Daserah dipilih beberapa orang, seban jak=-banjak-
nja 5 orang sebagai Baden Executlef, jang bersame® dengan dan dipimpin
oleh Kepal a Daerah mendjalankan Pemerintshan sehari-hari dalam_¢aorth 1tu,

Pasal ).
Ketua FKomite Nasional Deserah Jang lama harus dlangkat sebagal Wakil

» Ketue Badan jang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3.

Pasal 5,

Biaja untuk kep-erluan Komite Nasional Daerah disediakan oleh Peme=
rintah Daerah.

Pasal 6.

Undang-Undang ini mulal berlaku pada harl diumumkan dan perubsh
dalam daerah-dasrah harus selesal dalsm wakiu selambat-lambatnja 14 & hari.

Djakarta, tanggal 23 Hapamb;r
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\ PRESIPEN RiFUBLIK INDONESIA,

Diwmumkan ~ SOLEKARNOC.
pada tangsal 23 Nopember 1345
Sekretaris Negara
- A.G. [PRINGGODIGDO. £z
.~ Jang mengawbil turunan _ & 4
Seksi Arsip/Ekspedisil K.D.N. &,3I, - i
b 3 &
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::Sn:
KOMITE NASIONAL DAERAH,
Peraturan mengenai pembentukan
Komite Nasional Daersh .-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimban g

Sebelum diadakan pemilihan umum perlu diadakan aturan buat sementa-
ra waktu untuk menetapkan kedudukan Komite Nasional Daersh;

Hengingat:

Pasal 20 Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil-~-Presiden No. 10,
tanggal 16 Oktober 1945.

DENGAN PERSETUDJUAN Badan Peksrdja Komlite Nasional Pusat.
Menetapkan Undang-Undang sebagal berikut:

Pasal 1.

Komite laslonal Daerah diadakan - ketjualli di Daerah Surakarta dan
Jogjekarta - di Karesidenan, di Kota berautonomi, Kabupaten dan lain-lain
daerah jang dianggap perlu oleh lMenterl DValam Negeri,

Pasal 2,

Komi te Nasional Dasrah mendjadi Badan Perwakilan Rakjat Daerah, jang
bersama-sema dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah mendjalankan psker=-
djaan mengatur rumah-tengga daerahnja, asal tidak Dertentangan dengan
Peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jjang 1eb1h luas dari pe-

danja. S
Pagzal 5. ﬂ

Oleh Komlte Hasional Daerah dipilih beberapa oran&, seban;aknaanjak-
nja 5 orang sebagai Badan Executief, jang berseama# dengan dan'/dipimpin
oleh Kepdl a Daerah mendjalankan Pemerintanan sehari-hari dalam dasrah itu

Pasal L.

Ketua Komite Nasional Daerah jang lama harus diangkat sebagai Wakil
Eetua Badan jang dimaksudkan delam pasel 2 dan 3.

Pasal 5.

Blaja untuk kep-~erluan Komite Nasional Daerah disedlakan oleh Peme-~
rintah Daerah,

Pasal 6.

Undang=-Undang inl mulai berlaku pada hari diumumkan dan perubsahan
dalam daerah-daersh harus selesai dalam waktu selambat-lembatnje 1l # hari

Djakarta, tanggal 23 Nopember
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- ¢ PRESIDEN REPUBLIK TNDONESTA
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Dimwnkm el SOI’LI&ARNO.
pada tanggal 23 Nopember 1945
Sekretarls Hegara -
, '
=, A.G. PRINGGODIGDO. ’

Jang menzambil turunan
Sekdl Arsip/Ekspedis! K.D.Ne. R.I,
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